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RUU KESEHATAN

Pembahasan Dilanjutkan Menuju Pengesahan

JAKARTA, KOMPAS = Pemerintah
dan PR sepakat melanjutkan
pembahasan Mancangan [n-
dang-Undang Kesehatan ke ra-
pit paripurna DER untul di-
sihkon menjadi undang-un-
dang, Meski begitu, penolakan
terus disuarnkan oleh sejum-
lah pihale Bkspresi penolikan
ditunjuklean foevat berbagai va-
rit hingga-akhirmya wji materi
akan dilabuban apabils regu-
|asi tersebut tatap disahlan

Hasil ruput Kerja Kamisi 1X
DPR dengan pemerintah ter-
lenit clengmn RUTT Kesehatan di
Jakarta, Senin (18/6/2023),
menyvepakat naslah RUU tee:
sebut akan ditindaklanjuti pa-
da pembicaraan tngkat kedoa
dalam rapat paripurna DPR.
Pada rapat tersebut, tujub
[raks! di Komisi IX DER setuju
pembahasan RUU Kesehatan,
sementarn dua fraksi menolak
pembalmean  tersebut.  Dua
Frakest vang menolak jalah Par-
tai Demokeat dan Partai Ke-
adilin Sejahtera.

"Semogn naskah RUU ini
bisa segers dibawn ke rupat
paripurna tonggel 20 Juni
2023 dan disshkan  untuk

menjidi undang-undang,” wjar
Wikil Ketus Komisi X DIPR
dari Fraksi Partai Kebanghitan
et Nikayatul Wafiroh,

Wkl Ketun Komtsi IX DFR
dari Fraksi Partar Golongsn
Earva Emanuel Melkindes La-
kn Tens, yang juga Kehun, Pa-
nitia Kerja RUU Kesehatin,
menilai, proses pembehasan
RUL ini telah dilalukan secara
intensif, hati-hati, dan kom-
prehensil

In menutudan, RUU Kesp-
hatan dibahas dengan landasan
urgensi penguatan sislem ke-
sehatan yang rencananya slan
diwujudbon  melalui ransfor-
masi kesehatan, Upova trans-
forrmasi perl didukung Lindigs
an bl yang kuat dan har-
moni agir reguladd df bidang
kesehatan tidik humpang tin-
dih, "Untak i, pembentukan
dan pembahasan RUT Kese-
ltan ditabnikan dengan me-
tode omnibus,” kata Melkiades,

RUU Kesehatan vang di-
ajukan saat ini terdiri dari 20
bab dengan 458 pagal. Sub-
slansi ying termund, antora lo-

in, tentang penguatan tugas.

dan g fawab pernerin-

taly dulom bidung Jeselutan,
penguatan pelayanan kesehat-
an primer, dan pemeratasn fa-
silitas pelayanan kesehatan.

Terburu-biru

Angaota Komisi [X DPR dari
Fraksi Partai Demakrat, Aliyah
Mustika Tlham, memyimyal-
lan penolakan oleh Fraksi De-
mokrat atas pembihasan RUU
Kesghatan, Ta menyehutian,
pembahasan UL Kesehitn
terlaly terburu-bupt. Apabila
pembahasan KU tersebut le-
hil panfang i yang termual
dinilai akan lehih komprehen-
sif dan be

" Jangom sampai undang-un-
iliing vang haru diundangkan
divji ke ME (Mahkamah Kon-
stitesl atar  menimbulkan
polemik seperti Undang-Un-
dang Cipta Kerja. Dipetlukan
waktu yang lehih panjang agar

pembahasannyn  mendalim
dan kaya akan masukan,” tu-
furmya.

Menteri  Kesehatan  Budi
Gunadi Sadikin mengatnkan,
alokasi belanja wajil yang se-
lama ini diterapkan belum bisa
meneapai target Karena i,

penserintah mengusulkan agar
alokusi wajib untuk angyiran
keschatan tersebut dibapus
dan digantikan dengan metode
lain berupa anggaran betbasis
profgEam,

Ia begharap, RUU Kesehat-
an  dapat “menjadi - petunjuk
arah bagl translbrmas! sistem
kesehatan di Indonesia. De-
ngan disahkannya MUU Ke-
sihalan, penguatan ualitas
hesehatan b masyarakat
hisa dilakukan secars optimal

Secara terpisah, Ema ar-
pnisist profest kesehatan me-
nolak kelanjutan pemhahasan
RUU Eeschatun. Lima organg-
sasi tersebut jalah Lkatan Dok-
ter Indonesia, Persatuan Dokter
Gigh Indonesia, Persatuan Pera-
wak Nasional [ndonesta, Talan
Bidan Indonesi, sertn ntan
Apoteker [ndonesia

Kefua Umum Pengurus Pe-
sai Thatan Dolter Indonesia
Adib Khumaidi mengemuks-
kan, bonyak substansi dari
RUU Kesehatan yang justry
Berpotensi menimbulkan pe-
larggarun huk asesi manusia
dan hak konstitusional warga
negara, (TAN)
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